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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang  Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural  berdasarkan Eselon Tertinggi sampai dengan
Eselon Terendah dan Jenjang Pangkat untuk setiap Eselon

No Eselon
Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang

Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/

Ruang
Pangkat Gol/

Ruang
1 2 3 4 5 6
1 I a Pembina Utama

Madya

IV/d Pembina Utama IV/e

2 I b Pembina Utama

Muda

IV/c Pembina Utama IV/e

3 II a Pembina Utama

Muda

IV/c Pembina Utama

Madya

IV/d

4 II b Pembina

Tingkat I

IV/b Pembina Utama

Muda

IV/c

5 III a Pembina IV/a Pembina

Tingkat I

IV/b

6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a

7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d

8 IV b Penata Muda

Tingkat I

III/b Penata III/c

9 V a Penata Muda III/a Penata Muda

Tingkat I

III/b

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal
19 Juni 2007 tentang tunjangan jabatan struktural berdasarkan Eselon

(tingkatan jabatan struktural) dari  Eselon Tertinggi
sampai dengan Eselon Terendah :

No Eselon Besar Tunjangan
1 2 3
1 I A Rp   5.500.000,00

2 I B Rp.  4.375.000,00

3 II A Rp   3.250.000,00

4 II B Rp   2.025.000,00

5 III A Rp   1.260.000,00

6 III B Rp      980.000,00

7 IV A Rp      540.000,00

8 IV B Rp     490.000,00

9 V A Rp     360.000,00

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah  disebutkan

Eselon jabatan Perangkat Daerah Provinsi

No Jabatan Eselon
1 2 3
1 Sekretaris daerah I b.

2  Asisten,
 sekretaris DPRD,
 kepala dinas,
 kepala badan,
 inspektur, dan
 direktur rumah sakit umum daerah kelas A

II a.

3  Kepala biro,
 direktur rumah sakit umum daerah

kelas B,
 wakil direktur rumah sakit umum             kelas A, dan
 direktur rumah sakit khusus daerah kelas A

II b

4  Kepala kantor,
 kepala bagian,
 sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat,
 kepala bidang dan inspektur pembantu,
 direktur rumah sakit umum

daerah kelas C,
 direktur rumah sakit khusus

daerah kelas B,
 wakil direktur rumah sakit umum

daerah kelas B,
 wakil direktur rumah sakit khusus

daerah kelas A,
 dan kepala unit pelaksana teknis

dinas dan badan

III a

5 Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit
daerah

III b

6  Kepala seksi,
 kepala sub bagian, dan
 kepala sub bidang

IV a

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan Eselon Jabatan Perangkat

Daerah Kabupaten / Kota

No Jabatan Eselon
1 2 3
1 Sekretaris daerah II a

2  Asisten,
 sekretaris DPRD,
 kepala dinas,
 kepala badan,
 inspektur,
 direktur rumah sakit umum

daerah kelas A dan kelas B, dan
 direktur rumah sakit khusus daerah kelas A

II b

3  Kepala kantor,
 camat,
 kepala bagian,
 sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat,

inspektur pembantu,
 direktur rumah sakit umum daerah

kelas C,
 direktur rumah sakit khusus daerah kelas B,
 wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A

dan kelas B, dan
 wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A

III a

4  Kepala bidang pada dinas dan badan,
 Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah

sakit umum daerah,
 direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan
 sekretaris camat

III b



212

No Jabatan Eselon
1 2 3
5  Lurah,

 kepala seksi,
 kepala sub bagian,
 kepala sub bidang, dan
 kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan

IV a

6  Sekretaris kelurahan,
 kepala seksi pada kelurahan,
 kepala sub bagian pada unit pelaksana

teknis,
 kepala tata usaha sekolah kejuruan dan
 kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan

IV b

7  Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat
Pertama, dan

 kepala tata usaha sekolah menengah

V a

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.


